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 Desa Pandanlandung salah satu dari dua belas desa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang 
diberikan kewenangan mengurus tata pemerintahan dan pembangunan secara mandiri 
sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa 
perlu melakukan tahap pembangunan salah satunya  perencanaan yang dimulai dengan 
musyawarah desa dan menghasilkan rancangan RKPDesa. Penyusunan RKPDes masih 
dilakukan dengan cara manual sehingga proses pendokumentasian lama dan tidak ada 
transparansi penyampaian hasil musyawarah kepada masyarakat. Salah satu upaya 
membantu menyusun RKPDesa dengan proses penyampaian kepada masyarakat secara tepat 
dan efisien diperlukan sebuah sistem informasi tentang penyusunan rencana kerja 
pemerintah desa. Penelitian ini membahas tentang perancangan sistem informasi 
penyusunan RKPDesa bertujuan membantu proses penyusunan rencana kerja pemerintah 
desa. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode analisa dan perancangan. Metode 
analisa terdiri dari studi kepustakaan, survei lapangan, dan wawancara, sedangkan metode 
perancangan menggunakan perancangan object oriented analysis dan desain. Hasilnya 
diharapkan memberikan fasilitas kepada pemerintah desa berupa aplikasi untuk 
meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga memenuhi sasaran pembangunan dan 
transparansi kepada masyarakat. Proses sosialisasi kepada pihak pemerintah desa akan 
dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih selama 1 bulan. 
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 Pandanlandung Village is one of twelve villages in the District of Wagir, Malang Regency which 
are given the authority to administer governance and development independently in 
accordance with UU No. 6 of 2014. Carrying out its authority, the village government needs to 
carry out the construction phase, one of which is planning that starts with village meetings 
and produces a draft RKPDesa. The preparation of RKPDesa is still done manually so that the 
process of documentation is long and there is no transparency in delivering the results of the 
deliberations to the community. One of the efforts to help compile the RKPDesa with an 
appropriate and efficient delivery process to the community requires an information system 
on the preparation of village government work plans. This study discusses the design of an 
information system for the preparation of the RKPDesa aimed at assisting the process of 
preparing village government work plans. The research methodology used is the method of 
analysis and design. The method of analysis consists of library studies, field surveys, and 
interviews, while the design method uses object oriented analysis and design. The results are 
expected to provide facilities to the village government in the form of applications to improve 
the performance of the village government so as to meet development goals and transparency 
to the community. The process of socializing to the village government will be carried out with 
a period of approximately 1 month  
 
 
1. Pendahuluan 
 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
membahas tentang pengelolaan desa secara 
otonomi baik dari pemerintahan maupun sumber 
daya yang dimiliki. Anggaran desa atau biasa 
disebut APBDes bersumber dari APBN, dimana 
APBDes digunakan untuk menyelenggarakan 
program dan kegiatan pembangunan desa. Sistem 
pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah desa 
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perencanaan kemudian disimpulkan menjadi 
rencana kerja pemerintah desa (RKPBDes). 
Desa Pandanlangdung merupakan salah 
satu desa yang sudah menerapkan prosedur 
tersebut. Akan tetapi, dalam proses pencatata hasil 
musyawarah sampai penyusunan RKPDesa masih 
menggunakan sistem manual yaitu pencatatan 
dengan bentuk form dokumen. Selain itu, 
masyarakat tidak dapat mengetahui secara rinci 
pembangunan manakah yang lebih diprioritaskan 
oleh pemerintah desa. Proses seperti ini dianggap 
tidak efektif dan efisien mengingat bahwa hasil 
musyawarah desa harus segera diimplementasikan.   
Penelitian ini merancang suatu sistem 
informasi penyusunan RKP Desa bidang 
pembangunan infrastruktur berbasis web. Sistem 
informasi ini diharapkan dapat membantu 
pemerintah desa dalam mengelola hasil 
musyawarah desa, penyusunan RAB dan 
penyusunan RKPDesa. Keuntungan yang 
didapatkan dari sistem ini masyarakat dapat 
mengetahui secara langsung program pemerintah 
desa yang sudah diterima atau ditolak dari hasil 
mussyawarah desa serta memudahkan kinerja 
pemerintah desa secara efektif dan efisien.  
Salah satu bentuk sosialisasi yang 
dilakukan oleh peneliti setelah menyusun aplikasi 
ini yaitu memberikan pelatihan kepada pemerintah 
desa mengenai proses bisnis pada aplikasi. 
Pelatihan tersebut bermanfaat untuk memberikan 
pengetahuan tentang perkembangan teknologi da 
informasi yang dapat diterapkan pada desa 
Pandanlandung. Jika pelatihan kepada pemerintah 
desa telah dilakukan, selanjutnya sosialisasi kepada 
masyarakat. Sosialisasi ini diadakan agar 
masyarakat mengetahui status proyek 
pembangunan desa secara langsung lewat 
smartphone masing-masing. Sosialisasi kepada 
perangkat desa dan masyarakat akan dilakukan 
dalam waktu 1 bulan.  
 
2. Metode Penelitian 
2.1 Perencanaan Pembangunan Desa 
Pandanlandung  
 
Pembangunan pedesaan merupakan suatu 
pembangunan di pedesaan dengan memperhatikan 
ciri khas dan budaya masyarakat pedesaan. 
Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 
desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan 
desa meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan 
pembangunan desa melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, 
pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat 
desa agar menghasilkan suatu program kerja desa 
sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan 
masyarakat desa. [1].  
Desa Pandanlandung adalah desa yang 
sudah menerapkan proses tersebut. Dalam 
melaksanakan perencanaan pembangunan 
terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. 
Alur perencanaan pembangunan di Desa 
Pandanlandung dapat dilihat pada gambar 1.  
 
Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Desa 
Pandanglandung 
2.2 Penelitian Terdahulu  
Penelitian sebelumnya [2] yang 
mendukung penelitian ini dengan judul Sistem 
Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai 
Pemrosesan Transaksi pada Musrenbang bertujuan 
untuk merancang Rencana Pembangunan Tahunan 
Daerah berdasarkan Musryawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota 
Semarang Berbasis Desktop. Proses pengolahan 
data dalam penelitian sebelumnya [2] sebagai 
berikut : 
a. Pengumpulan form usulan dari tingkat RT dan 
RW direkap pada sistem pendataan  
b. Pemrosesan skala prioritas usulan 
berdasarkan hasil musrenbang kelurahan  
c. Usulan kegiatan sesuai hasil prioritas usulan  
d. Laporan kegiatan, sehingga daftar usulan dapat 
dibawa ke kecamatan sebagai usulan kegiatan 
perencanaan aspirasi masyarakat dari 
kelurahan  
Penelitian lainnya yang mendukung 
penelitian ini berjudul Perancangan Sistem 
Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten 
Paser. Penelitian ini [3] juga membahas tentang 
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perubahan pada system administrasi 
pemerintahannya menuju kea rah yang lebih baik. 
Sehingga dibuat suatu system informasi terpadu 
Pemerintah Kabupaten Paser yang dapat diakses 
dan dipantau secara langsung melalui teknologi 
internet. Perancangan system meliputi Website 
Pemerintah, SAKD (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi dan Keuangan Daerah), ASP2D (Aplikasi 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah), 
SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen 
Pendapatan Daerah), SIMKASDA (Sistem Informasi 
Manajemen Kas Daerah), SIMDUK (Sistem 
Informasi Manajemen Kependudukan), SIMTAP 
(Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu 
Atap), SIMASET (Sistem Informasi Manajemen 
Aset Dan Perlengkapan Daerah), SIMPEG (Sistem 
Informasi Manajemen Kepegawaian), dan SIEDA 
(Sistem Informasi Manajemen Eksekutif Daerah). 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metode analisa dan metode perancangan, di mana 
dalam metode analisa yang digunakan terdiri dari 
metode studi kepustakaan, survei lapangan, dan 
wawancara dari proses bisnis yang sedang 
berjalan. Hasil penelitian tersebut yaitu telah 
dibuat suatu system informasi terpadu untuk 
membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser 
membangun sistem informasi terpadu yang 
diperlukan. Desain sistem informasi terpadu ini 
dibuat dengan menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD). Dimana Data flow diagram dapat 
dikembangkan dari level yang paling rendah ke 
level yang lebih tinggi. 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya 
[2], [3] pada penelitian ini ruang lingkupnya dari 
tingkat dusun sampai tingkat desa dengan sistem 
berbasis web yang bertujuan agar dapat diakses 
oleh masyarakat pengguna sistem. 
2.3 Prosedur Penelitian  
Prosedur penelitian yang dilakukan 5 
tahapan yaitu perencanaan, pengumpulan data, 
analisa data, pembuatan sistem dan pengujian. 
Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.  
 
 
Gambar 2. Prosedur Penelitian 
 
2.4 Perancangan Sistem  
Use case adalah layanan atau fungsi-fungsi 
yang tersedia pada system untuk penggunanya. 
Sedangkan use case diagram  merupakan suatu 
model yang digunakan untuk mengetahui fungsi 
yang ada di dalam sistem informasi dengan 
menggunakan actor dan use case [4]. Use case 
diagram  menggambarkan efek fungsionalitas yang 
telah diharapkan pada system [5]. 
Pada penelitian ini use case diagram dapat 
dideskripsikan sebagai berikut : 
Gambar 3. Use Case Diagram Penelitian 
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1. Operator desa, RW, ketua verifikasi, tim 
RKPDes sebagai actor 
2. User operator desa mempunyai akses menglola 
user seperti menambah data user dan mengubah 
data user, membuat jadwal musyawarah, 
mengelola tim verifikasi dan tim RKPDes, 
mengelola berita acara hasil musyawarah, 
mengolah usulan seperti mengubah data usulan 
yang kurang lengkap, dapat melihat RKPDes, 
dan dapat mengelola SSH seperti bahan, alat, 
upah dan operasional dengan menambahkan 
data harga sesuai SSH. 
3. User ketua RW mempunyai akses dapat 
membuat usulan, dapat melihat usulan, dapat 
melihat hasil musyawarah tingkat dusun, dan 
dapat melihat RKPDes 
4. User Ketua Tim Verifikasi mempunyai akses 
dapat melihat hasil musyawarah dusun, melihat 
usulan, melakukan verifikasi, melihat RKPDes, 
dan mengelola berita acara verifikasi seperti 
melakukan pencocokan data dari hasil survey 
lapangan 
5. Ketua tim RKPDes mempunyai akses dapat 
mengolah SSH, membuat RAB dari usulan yang 
sudah diverifikasi, mengelola atau menyusun 
RKPDes dan melihat RKPDes 
Use case diagram penelitian diperlihatkan pada 
gambar 3. 
 
 
 
Gambar 4. Activity Diagram  
 
Activity diagram menggambarkan aktivitas 
untuk melakukan pengajuan usulan pembangunan 
infrastruktur desa dan mengeola aktivitas yang 
dilakukan pada kegiatan musyawarah tingkat 
dusun maupun tingkat desa. Activity diagram dapat 
dilihat pada gambar 4. 
 
Sequence diagram penelitian ini meliputi 3 macam 
yaitu sequence diagram master, sequence diagram 
RAB, dan sequence diagram RKPDes.. Sequence 
digram master berisi tentang proses entrian pada 
tabel master contohnya data RW, operator desa, tim 
RKPDes, tim verifikasi, dan data usulan. Model 
sequence diagram master dapat dilihat pada 
gambar 5. 
 
Model sequence RAB berisi tentang entrian 
RAB dari usulan yang sudah diverifikasi. Sequence 
diagram RAB dapat dilihat pada gambar 6. 
 
Gambar 5. Sequence Diagram Master  
 
 
Gambar 6. Sequence Diagram RAB 
 
Sedangkan sequence diagram RKPDes 
digunakan untuk melengkapi data dari RAB yang 
akan dijadikan sebagai rencana kerja pemerintah 
desa sebagai acuan untuk kegiatan dalam waktu 
satu bulan. Model sequence diagram dapat dilihat 
pada gambar 7.  
 
 
 
Gambar 7. Sequence Diagram RKPDes 
 
Setelah menentukan sequence diagram, 
maka selanjutnya menentukan class diagram. Class 
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diagram berisi tentang tampilan kelas-kelas pada 
suatu sistem yang akan digunakan dan 
menggambarkan tentang relasi-relasi yang terdapat 
pada system [6]. Model class diagram dapat dilihat 
pada gambar 8.  
 
 
 
Gambar 8. Class Diagram Penelitian 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
2.5 Implementasi Program  
Tahap implementasi merupakan 
penerapan pembuatan Sistem Informasi 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa 
Berbasis Web. Pembuatan sistem informasi 
berawal dari halaman login. Tampilan awal saat 
aplikasi ini dibuka yaitu halaman login yang 
memuat tentang username dan password.  
 
 
 
Gambar 9. Halaman Dashboard 
 
Setelah memasukkan username dan 
password, tampilan selanjutnya adalah halaman 
dashboard. Halaman dashboard berisi fitur tentang 
pembuatan jadwal musyawarah dan menampilkan 
jadwal musyawarah. Pada halaman dashboard juga 
menampilkan beberapa menu yaitu menu usulan, 
hasil musyawarah dusun, berita acara, RKPDes, 
User, tim dan SSH.  yang dapat ditunjukkan pada 
gambar 9. 
 
Gambar 10. Halaman Usulan 
 
Halaman usulan menampilkan semua 
daftar usulan berdasarkan hasil musyawarah. Pada 
halaman ini terdapat fitur untuk menambahkan, 
mengubah, memverifikasi dan membuat RAB. 
Halaman usulan dapat dilihat pada gambar 10.  
 
 
Gambar 11. Halaman Membuat RAB 
 
Setelah masuk pada halaman usulan dan 
melakukan verifikasi usalan, maka tim verifikasi 
dapat masuk ke halaman pembuatan RAB. Halaman 
pembuatan RAB merupakan fasilitas untuk 
membuat rencana anggaran biaya. Dalam halaman 
RAB terdapat perhitungan tentang banyaknya 
biaya yang dibutuhkan seperti bahan dan upah, 
serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan proyek pembangunan. Halaman 
membuat RAB dapat dilihat pada gambar 11 
berikut.  
 
 
 
Gambar 12. Halaman Buat Berita Acara  
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Halaman membuat berita acara 
merupakan halaman untuk membuat berita acara 
sebagai bukti bahwa sudah dilaksanakannya 
kegiatan musyawarah ditingkat dusun maupun 
desa. Pada halaman ini tersedia fitur untuk 
mengentrikan nama-nama yang terlibat dalam 
musyawarah, materi yang dibahas dan hasil 
pembahasan. Tampilan halaman membuat beirta 
acara dapat dilihat pada gambar 12.  
2.6 Hasil Output Program  
Output program pada sistem informasi 
perencanaan pembangunan infrastruktur desa 
berbasis web ada 4 macam yaitu berita acara 
verifikasi, form cetak RAB, form cetak RKP Desa, 
dan Berita Acara Musyawarah Dusun. Berita acara 
verifikasi berisi tentang hasil verifikasi / penilaian 
di lapangan. Selan itu juga ditentukan nilai-nilainya 
dari setiap kriteria. Selanjutnya nilai dari setiap 
kriteria tersebut menentukan apakah status 
perencanaan tersebut diterima atau ditolak.  
 
 
Gambar 13. Form RKP Desa 
 
Form cetak RAB memuat deskripsi 
rencana anggaran biaya yang diperlukan. Selain 
form cetak RAB, output lainnya dari sistem 
informasi ini yaitu Form Rencana Kerja Pemerintah 
Desa. Halaman RKP Desa memuat tentang daftar 
rencana kerja pemerintah desa per tahunnya. Di 
output halaman RKP Desa dapat dilihat status 
perencanaannya apakah diterima atau ditolak. 
Tampilan Form RKP Desa dapat dilihat pada 
gambar 13. Output program lainnya yaitu form 
berita acara ini memuat tentang hasil musyawarah 
setiap dusun berserta pengesahannya.  
 
4. Kesimpulan  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 
1. Sistem informasi Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa Bidang Pembangunan 
Infrastruktur Berbasis Web dapat melakukan 
pengolahan data perencanaan kegiatan 
pembangunan infrastruktur desa sesuai 
dengan hasil yang disepakati musyawarah 
desa.  
2. Hasil pengolahan data usulan perencanaan 
kegiatan pembangunan berupa dokumen 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) 
untuk jangka waktu satu tahun.  
3. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik 
lagi terutama untuk menentukan prioritas / 
perangkingan usulan sesuai kriteria hasil 
verifikasi dengan menggunakan system 
penunjang keputusan. Selain itu, juga dapat 
ditambahkan fitur mengenai tingkat keamanan 
system pada setiap proses pendataan.  
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